BA'B II
KONSEP NEGARA ISLAM

A. Dasar Negara Islam

Setiap negara yang adil di dunia ini, baik dahulu
maupun sekarang pasti mempunyai dasar-dasar negara vang
dapat dijadikan pijakan oleh penguasa dalam Imelaksanakan
pemerintahannya. Demikian juga pemerintahan Islam, Negara
Islam men jadikan Al=Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai dasar
negaranya, karena keduanya merupakan undang-undang terting
g1 bagl orang-orang mukmin. Dan tidak ada pilihan lagi
bagi orang-orang mukmin kecuali patuh dan taat kepadaNya.

(Abul A'la Al Maududi, 1992:62).

Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan undang-un -

dang dasar negara Islam, ialah firman Allah swt:
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“Hai orang=-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Kasul (Nya) N 1Bepag, 1989:128).
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®Dan kami tidak mengutua seorang Kasul, melainkan un
tuk ditaati dengan seizin Allah". (Depag, 1989:129).

‘\)'/"

_’J,pg & 3,’&&,_ '&b\A_’J,QlJ_.,Jde
l\/q’

(vro..;b\) T, ’/""’ "S'L.q, w&nw

-

"Tidak wajar bagi seseorang yang Allah berikan kepa=-
danya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berka=-



ta kepada manusia : "Hendaklah kamu menjadi penyembdh
penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi dia

berkata "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbanil?

Karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebab-

kan kamu tetap mempelajarinya". (Depag, 1989: 89).

Dari ayat-ayat tersebut dapatlah dikemukakan tiga

ciri dari pada dasar negara Islam, yaitu 3

1.

3.

Semua individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan
bangsa di dalam negara itu tidak punya hak untuk mencip
takan dan menjalankan suatu hukum dan undang-undang,se
bab hanya Allah sendirilah yang mempanyai kekuatan dan
kekuesaan hukum, Sedangkan manusia di atas bumt ini
merupakan warga dari suatu kekuasaan yang .Maha Agung.
Mereka berkewajiban untuk melaksanakan segala perintah
Nya.

Tidak seorangpun berhak untuk membuat tasyri'. Dan
gemua orang Islam sekalipun mereka tampak berpadu de=
ngan yang lain, mereka tidak a2ken bisa mensyari'atkan
undang-tndang dan tidak akan mampu mengubah sesuatu
yang telah disyari'atkan Allah kepadanya.

Negara Islam tidak dibangun atas dasar lain kecuali d4di
atas "asas tunggal" yang dibawa oleh Nabi saw, yang
datang dari-sisi Alleh, ban sekalipun situasi telah
berubah, konstitusi telah menyimpang oleh oknum negeri
dimaksud misalnya, masyaregkat tidak mempunyai hid
untuk mentaati manusia kecuali menjalankan hukum yang

telah diturunkan oleh Allah dan melaksanakan perin=-
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tah-Nya., (Hamidullah, dkk, 1987:27-28).

B. Pengertisn Negara Islam

Pengertian negara Islam banyak dikemukakan oleh

ahli politik, diantaranya :

&

b.

5 c .

Menurut Faziur Rahman dalam buku "Islam dan Pembaharu=-
an Ensiklopedi Masalah-Masalah", bahwa yang dikatakan
negara Islam, adalah organisasi yang dibentuk oleh
masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi kebutuhan
mereka dan tidak untuk kepentingan yang lain", (Machnm
Husein, 1984;489).

Menurut Drs. Sidi Gazalba dalam bukunya "Masyarakat
Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi®, menyebutkan
bahwa yang dimaksud negara lslam adalah "negara apabils
rakyatnya itu berbentuk masyarakat Islami, atau
pemerintah itu memerintah atas dasar politik Islam",
(sidi Gazalba, 1976:202),

Menurut Muhammad Asad, sebagaimana yang dikutib oleh
DR. A, Syafi'i Ma'arif dalam bukunya "Iglam dan Masala
Kenegaraan", menyatakan bahwa suatu negara dapat
men jadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan
pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap
kehidupan bangsa dengan jalan menyatukan ajaran itu
ke dalam undangsundang negara", (A, Syafi'i Ma'arif,
1985:139-140).
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&. Menurut Hakim Javid Igbal dalam buku "Masalah-Masalah
Teori Politik Islam", bahwa yang dikatakan negars
Islam adalah sebuah negara yang secara tehnis diatur
menurut hukum islam. {Mumtaz Ahmad, 1993:58). Masih
menurnt Hakim - dalam teori, negara 1slam mermnpakan pe
gara Allah, dan kaum muslimir merupakan partainya atau

hizbullah. (Ibid, hal.58).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengertian negara Islam dapat dibagi duva arti, yaitn
a. Negara lslam dakam arti yuridis, yaitu sebuah negara

yYang penduduknya mayoritas agama lslam yang mendiami
Ssuatu wilayah tertentu dengan berdasarkan kepada
konstitusi islam, #¥aitu Alqur'an dan Sunnah Rasul,

b. Negara Islam dalam arti sosiologis, yaitu sebuah nega=-
ra yang penduduknya mayoritas beragama lslam vang
mendiami suetu wilayah tertentu, akan tetapikonstitusi
negara tidak sepenuhnya berdasarkan pada konstitusi

lglam.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan
pengertian negara Islam dalam arti yuridis, yaitu negara
yang penduduknya beragama lslam yang mendiami suatu wila=-

yah tertentu yang sepenuhnya berdasarkan konstitusi lslam,

Ce Ciri=Ciri Negaras Islam
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Ciri=Ciri Negara Islam

Dari uraian di atas jelaslah bahwa negara Islam

adalah negara ideologi atau lebih tepat negara yang diba-

ngun atas dasar agidah Islamiysh, negara yang berteraskan

pada konsep Islam. Yang mempunyai cipi-ciri sebagai beri-

kut

a.

b.

Negara Islam didirikan atas dasar kesadaran suatu
bangsa yang merdeka dan bersedia menundukkan kepalanya
secara suka rela kepada Tuhan Semesta Alam,., meskipun
adanya kenyataan bahwa ia adalah bangsa yang merddka
dengan kemerdekaan yang sempurna, dan ia rela menempae
ti kedudukan sebagai khalifah (pengganti wakil), bukan
kedudukan penguasa tertinggi dan bekerja sesual dengan
rerundang-undangan dan hukum=hukum yang ditetapkan o=
leh Allah dalam KitabNya dan Rasul-Nya saw.

Bahwasanya kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi d4i
dalamnya adalah sepenuhnya bagi-Allah sendiri sampail

batas yang bersesuaian dengan teori-teori teokrasi, ha

nya saja cara negara melaksanakan teori ini berbeda
dengan sistem teokrasi yang dikenal sebagai ganti
keistimewaan suatu kelas tertentu dari kaum pendeta
atau kaum sesepubh dan lain-lainnya berkenaan déngan

perwakilan dari Allah dan pemusatan segenap kekuasaan
al=hal wal-‘aqd (melepas dan mengikat) ditangannya,

seperti yeng dikenal dalam kekuasaan-kekuasaan teokra=-
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tis. Kita mendapati bahwa khilafah atau perwakilan daxi
Allah dalam negara Islam adalah bagaian kaum mukminin
éemuanya (yaitu mereka yang telah membuat perjanjian
dengan Allah dengan kesadaran yang timbul dari keingi-
nan mereka untuk patuh dan ta'at kepada hukumnya)dalam
batas-batas negara semuanya, dan bahwa kekuasaan-kekua

saan al-hal wal-'aqgd- ‘yang terakhir berada di tangan

mereka secara kolektif.

Sistem ini bersesuaian dengan pokok=pokok demokrasi
tentang ketentuan bahwa terbentuknya pemerintahan,
pergantiannya serta pelaksanaannya haruslah sesual

dengan pendapat rakyat. Tetapi rakyat dalam sistem ini
tidak terlepaskan kendalinya sama sekali sehingga men
Jadikan undang-undang negara, pokok-pokok kehidupannys;.
garis-garis dalam dan luar negerinya serta seluruh da-
ya dan sumber kekuatannya mengikuti hawa nafsti tetapi
kkcenderungan rakyat diatur dan diluruskan dengan
undang-undang Allah dan Rasulnya, yaitu undang-undang

dasar yang tertinggi, dan dengan prinsip-prinsip, bata
san-batasan, hukum~hukum dan ikatan-ikatan akhlaknya.

Negara Islam adalah negara yang berdasarkan konsep
konsep tertentu dan sudah barangtentu dikelola oleh
orang=orang yang benar-benar percaya @an menerima gaga
san-gagasannya, prinsip-prinsip dan teori-teori asagi-._.
nyea. Adapun orang-orang yang tidak meyakini kebena

rannya dan tidak menerimanys dengan baik, tapi mereka
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ingin tinggal diperbatasannya, maka merekapun memiliki
hak-hak yang sama dengan orang-orang yang meyakini damw
menerima prinsip-prinsip serta gagasan-gagasan negara
Islam, (Abul A'la Al-Maududi, 1992:88), kecuali dalam
halehal tettentu yang oleh syari'at Islam dikecualikan,
Seperti dalam bidang politik, mereka tidak boleh mendu
duki jabatan-jabatan kunci dalam pemerintahan dam
jabatan-jabatan yang merumuskan kebijaksamaan dan
politik negara, (Munawir Sadzali, 1993:170).

Negara Islam berdiri atas dasar ideologi semata- mata
dan tidak atas dasar ikatan -ikatan warna, ras, bahasa
atau batas-batas geografis, (Abul A'la Al Maududi,b 1992
88) dalam keterangan-keterangan Al-Qur'an dan sunnah
sudah jelas bahwa negara dalar pandangan Islam didasar
kan atas suatu ideologi dan tujuannya tidak lain ada=
lah melaksanakan ideoclogi tersebut. Negara merupakan
alat pembaharuan dan karenanya harus melaksanakan pes=
ranannya itu, sudah barangtentu, sesuai dengan hakekat
nya sebagail negara Islam, negara semacam itu harus di-
kelola oleh orang-orang yang percaya atau beriman
kepada ideologi yang menjadi yang menjadi landasannya
itu dan juga beriman kepada hukumehukum Allah yang
wajib dilaksanakan oleh negara tersebut. (Machnun
Husein, 1993:474).

Semangat hakiki yang menjiwai negara ini ialah mengiku

+.ti akhlak, bukannya mengikuti politik serta tujuan
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tujuannya, serta menjalankan urusan-urusannya berdasar
kan takwa kepada Allah dan takut kepada=-nya, Dasar
keutamaan seseorang dalam negara ini ialah  keutamaan
dibidang akhlak semata-mata. Urusan-urusan yang paling
patut dipelihara dan paling lavak diperhatikan dan
diayomi ketika pemilihan para pemimpin dan orang-orang
ahlul halli wal-'‘aqd (yang berhak melepas dan mengikat)
dslem negara ini ialah : kebersihan akhlak dan kesucie
annya disamping kemampuan intelegensia dan fisik.(Abul
'A'la Al Maududi, 1992:89).

¢ Negara Islam tugesnya bukanlah melaksanakan kewajiban

kewajiban kepolisian semata-mata, sehingga menjadikan
fungsinya hanya menangkap, menahan, menetapkan peratu
ran-peraturan serta menjaga batas-batas negara sematae
mata, tapi ia adalah negara yang memiliki sasaran dan
tujuan dimana kewajibannya yang terpenting izlah
menyerakan perbuatan kebaikan , melaksanakan keadilan
soglal, menyuburkan kebajikan, mencegah kemunkaran dan
memberantas ke jahatan serta segala bentuk pengrusakan.
Nilai-nilai asasi negara Islam ialah persamaan hak,
kedudukan dan kesempatan serta pelaksanaan undang- un=-
dang, saling tolong menolong dalam kebaikan dan
ketakwaan dan tidak saling tolong menolong dalam dosa
dan pelanggaran, kesadaran akan tanggung jawab dihada-
Pan Alleh, kesesuaian antara individu dan masyarakat

serta negara dalam sasaran yang satu, dan tidak membie



16

arkan salah seorang angguta rakyat negara ini tidak
terpenuhi kebutuhan-kebutuhan asasinya atau keperluan
keperluan hidupnya yang esensial.

i. Telah ditetapkan adanya hubungan keseimbangan antara
individu dan negara dalam sistem ini, sehingga tidak
menjadikan negara sebagai penguasa mutlak yang dapat

berbuat apa saja, atau menjadikan dirinya sebagai maji

kan yang memiliki kekuasaan tanpa batas dan kesewe
nangan yang meliputi segalanya, sehingga menjadikan

rakyat sebagai hamba yang dimilikinya, tanpa daya dan
kekuatan, tapi iz juga tidak memberikan kemerdekaan
mutlak tanpa batas kepada individu dan membgarkan
berbuat apa saja, segingga men jadikannya rakyat sebaga
musuh’ bagi dirinya sendiri dan bagi kepentingan masya

rakat. (Abul Aflia Al Maududi, 1992:90) .

D. Tujuan Fegara Islam

Negara Islam yang berdiri atas dasar konstitusi
Illahiyah mempunyai tujuan=-tujuan, Dalam kaitan ini

Al=Qur'an memberikan pengarahan sebagai berikut :
< NAOH g BAET I s U oy Lo ‘-.:' e '.".i"
y\‘&-’“‘-}w’; ERHIA "\) : )\‘;fl-’\ ) V—E—'Lul o
- SEPR S ’.’n./"/.’/
(o 2f)) @ N2 Dap Sy 8 V252
"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudu-

kan mereka di muka bumf, niscaya mereka mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat
yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang
munkar,dan kepada Allahlah kembali segala urusan?

(Depag, 1989:518).
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Ayat di atas menggemakan tujuan suatu negara 1sldém
dan ciri khas dasar dari para penguasa dan pengatur negam.
ra, Satu ayat ini cukup untuk memberikan suatu gagasan
mengenai hakekat dan sasaran suatu negara islam, Rahmat
dan pertolongan Tuhan diperuntukkan bagi orang-orang yang
jika diberi kekuatan, akan bertindak sebagai berikut :

a. Dalam kehidupan pribadi mereka, mereka menganut cars
hidup yang shaleh dan taat. Karakter mereka bebas dari
kotoran-kotoran dosa, ketidak taatan kepada Tuvhan,
keputusasaan dan pembangkangan. Mereka berprilaku lake
sana ksatria sejati, menegakkan shalat bagi Tuhannya,
rendah hati dan menegakkan sistem shalat dalam kehldu=-
pan kelompok rakyat.

b. Eekayaan dan sumber daya mereka tidak digunakan untuk
mengumbar nafsu atau untuk bermewah diri. Sebaliknya
mereka menegakkan pranata zakat = mereka membayar za =
kat mereka sendiri serta mengorganisasikan pranata
gakat sehingga kemakmuran masyarakat dapat dibagikan
gsecara merata dan negara dapat memenuhi fungsinya
sebagai penyelenggara kemakmuran.

c. Mereka menggunakan kekuasaan negara untuk membasmi
kemunkaran dan dosa serta untuk menggalakkan dan
menegakkan kebajikan dan kebaikan. (Abul A'la Al Maudu
ai, 199€:206-207).

Disamping hal-hal tersebut di atas AL Maududi da=
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lam bukunya "Khilafah dan Kerajaan" juga mengungkapkan
bahwa tujuan yang utama negara i1slam adalah @
Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan

menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-we=

nang.
L,,J_~Lg, v;;,. L,_L_JJ \._.uJ:.,.\L uw. uw\ ,,L.s
_ § )-r‘;:# i;a':a_a: H 4\}0\ o}\ﬂb L:/J

( vo x ) 6", “al f;aa Ab\_ﬂ

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul=Rasul kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami
turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilem
Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekua =
tan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)=Nya dan
Rasul -nasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. ! Se=
sungguhnga Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Depag,

1989:904

kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shae
lat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara
yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang memben =
tuk sudut terpenting dalam kehidupan 1slam, agar negera
menyebarkan kebaikan dan kebajikan dan memerintahkan yang
ma'ruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia,
dan agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah
kemunkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci
oleh Allah swt. (Abul A'la Al Maududi, 1992:75-76).

Ungkapan mendirikan sembahyang berarti memberikan
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kemunkinan atau kemudahan menyembah Allah. Manakala
al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu anil munkar, berarti memunge
kinkan setiap orang hidup dalam sistem Islam di mena se-
luruh urusan negara dilsksanakan atae dasar undang-undang

Islam. (Abdul Karim Zaidan, 1987:20).

Sedangkan menurut Frof., DR, Yusuf Musa, dalam
bukunya "Politik Dan Negara Dalam Islam", menyebutkan
beberapa tujuan yang pokok dalam negara Islam, diantaranya
a. Memberikan penjelasan kegamaan yeng benar dan menghi =

langkan keragu=-raguan terhadap hakekat Ielam kepada
seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan
kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan
golongan anti agama dan agresor serta membela syari'at
terhadap seseorang yang ingin melsnggarhakumnya.

b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan ummat
dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak _
sarana kehidupannyang baik bagi setiap warga unmat
sehingga selurul ummat depal menjadli iaksenea bangunan
yang kokoh,

c. Melindungi tenah air dari setiap agresi dan seluruh
warga negara dari kezalimen, kedurhakaan, dan tirani
memperlakukan mereka seluruhnye sama dalam memikul
kewa Jiban dan memperoleh:hak, tanpa adanya perbedaan
amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.

(M. Yusuf Musa, 1991:175).
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Sedang menurut Fazlur Rahman dalam buku "Islam dan
Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah", disebutkan bah=
wa tujuan yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah
mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memeli
hara terlaksananya undamg-undang dan ketertiban serta
membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya mee-
nyadari kemampuan-kemampuannya itu demi kese jahteraan

seluruh warga negara. (Machnun Husein, 1984:482),

(@9 Prinsip-Prinsip Pememintahan

Dalam suatu negara Islam, pemerintahan dibentuk
secama demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konsule
tasi timbal balik, Al-Qur'an menyatakan : 4

v \ - \
(o s e QRIS Coy SN TEAEA TN B SE
"Dan Allah telah berjanji kepada orang=-orang vang
beriman diantara kamu dan menger jakan amal-amal yang
shaleh bahwa dia swnggoh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi®. (Depag,1989:553).

Ayat ini cukup jelas dalam hal bahwa kekhalifahen
tersebut dijanjikan kepada segenap masyarakat muslim,
Oleh karenanya,sifat kekhalifahan yang dijanjikan adalah
kekhalifahan universal dan tidak terbatas hanya imdividuw
dan sekelompok orang., Akibatnya seluruh masyarakat ber
tanggung jawab atas urusan kenegaraan dan dengan demikian

hanya pemerintahan semacam inilah yang dapat mengemban

urusan negara, yang telah dibentuk berdasarkan kehendak



rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telsah

didelegasikan oleh masyarakat. (Abul A'la Al Maududi, 1991

207) .
" ~ o s N2 nr /':
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®Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersi

kap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh

kan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma‘'afkanlah

mereka , mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusya

warahlah dengan mereka dalam urusan itu,. kemudian

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawake=

kal. Sesungguhnya Allah menyukai orang=orang vang
bertawakkal". (Depag, 1989:103).

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa

pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan

atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati, kehidupan

yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka.

Lebih lanjut, pemerintahan harus dibentuk dan
diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat, Struktur
negara harmyslah sedemikian rupa sehingga rakyat bebas
mengeluarkan pendapat mereka dan ini akan terjadi hanya
dalam suatu negara yang struktur dan penyelenggaraannya

bersifat demokratis, (Abul A'la Al Mauwdudi, 1990:207-208)

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana  diajarkan
Islam akan menjadi pagar pencegah yang terlalu kuat bagi

kemunkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme,



dispotisme, diktatorisme, dan pelbagai sistem yang lain
yang membunuh hak-hak poldétik rakyat. Partisipasi rakyat
dihargai sepenuhnya dalam pengelolahan mnegara, sebab
rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya, yang seos
lah=0lah mendapat mandat dari Tuhan sedangkan para pemim-
pin henyalah pelayan-pelayan rakyat. Begitulah Islam
mengajarkan, begitu pulalah teori musyawarah harus d4ija-

lankan prinsip ini juge mengajarkan bahwa penguasa=
penguasa negara harus dipilih oleh: rakyat secara bebas,
berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang

kedaulatan. (M.Amien Rais, 1992:47).

Menurut Abul A'la Al Maududi dalam bukunya "Khilaw
fah Dan Kerajaan" menyatakan bahwasanya Islam memberi
kedaulatan kepada rakyatnya hanya terbatas. Rakyat dalam
teori politik Islam tidak dapat dan tidak boleh menggue
nakan kedaulatannya dengan semau-maunya, karena ada
peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai
Illahi yang harus diatati sebagai dasar pemerintanan, bah
kan norma-norma dan nilai-nilei Illahi itu harus menjadi
paradigma program-program sosial, politik dan ekonomi
yang ditentukan oleh rakyat kewat para wakilnya, menurut
Al Maududi,konsep yang demikian ini dinamakan theo
demokrasi, artinya lslam memberi kedaulatan hukum yang

datangnya dari Allah. (Abul A'la Al Maududi, 1992:24).

Mustafa A1 Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya



bahwa dengan prinsip musyawarah ini akan membawa beberapa

manfaat diantaranya :

&, Dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan
dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.

b. Kemampuan manusiz itu bertingkat-tingkat dan jalan
berpikirnyapun berbeda-beda, sebab kemunkinan ada
diantara mereka yang mempunyal kelebihan yang tidak
dimiliki oleh orang lain, para pembesar sekalipun.

Ce Semua pendapat dalam musyawarah diuji kemampuannya
setelah itu dipilah pendapat yang paling baik.

d. Di .dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk
mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati., (Abmad

Mushdhafa Al Maraghi, 1986:196).

Dengan demikian jelas kiranya bahwa kedudukan
musyawarah merupakan pondasi dari sistem ° perundang
undangan dan politik Islam. Prinsip dasar ini dibentuk
dengan landasan yang cukup kuat, yaitu Al=Qur'‘an dan
Sunnah Kasul, karena itu, secara tegas telah dicontohkan

oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya.





